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KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH



A. Pokok-Pokok Keuangan Negara Dan Daerah
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian Keuangan Negara dan Daerah
1. Keuangan Negara: merupakan keseluruhan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
2. Keuangan Daerah: merujuk pada pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya

Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah
Pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang dirumuskan dalam undang-undang terkait. Berikut ini adalah ringkasan prinsip-prinsip tersebut:
1. Desentralisasi Fiskal: Desentralisasi fiskal adalah prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Artinya, daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran sendiri.
2. Akuntanbilitas dan Transparansi: Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Pengelompokan Kekayaan Negara: 
Kekayaan negara dipisahkan menjadi dua bagian utama:
a. Kekayaan Pemerintah Sendiri: Termasuk kekayaan yang dimiliki langsung oleh negara seperti modal BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
b. Kekayaan Dipisahkan pada Perusahaan: Modal BUMN merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan tetapi masih berstatus sebagai milik negara melalui saham yang dicatatkan sebagai kekayaan negara
4. Penyusunan Anggaran: Penyusunan anggaran dilakukan setiap tahun dengan undang-undang.
5. Manfaat Sistem Pengelolaan Keuangan: Sistem pengelolaan keuangan negara memiliki manfaat besar, yaitu membuat kita lebih peka terhadap pengelolaan keuangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan memberikan informasi akan dampak ketidaktransparen pengelolaan sistem tersebut.

B. Regulasi Keuangan Negara Dan Daerah
Regulasi keuangan negara dan daerah di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Berikut adalah ringkasan dari regulasi utama yang mengatur keuangan negara dan daerah:
1. Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Indonesia memberikan landasan hukum bagi pengelolaan keuangan negara dan daerah, menekankan pentingnya pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004: Undang-Undang ini mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup:
a. Desentralisasi: Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran mereka sendiri.
b. Dana Perimbangan: Mengatur transfer dana dari pusat ke daerah untuk mendukung otonomi daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005: Peraturan ini menetapkan pedoman untuk pengelolaan keuangan daerah, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006: Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ini mencakup sistem informasi keuangan daerah yang harus diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan.
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020: Regulasi terbaru ini mengatur standar harga satuan regional, yang penting untuk pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan pengeluaran dengan kebutuhan lokal serta memastikan efektivitas penggunaan dana.
6. Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah (SIKD): Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, pemerintah diwajibkan untuk menyajikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat melalui SIKD. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

C. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Negara
Kelembagaan pengelolaan keuangan negara di Indonesia melibatkan beberapa lembaga penting yang memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah ringkasan mengenai lembaga-lembaga tersebut:
1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengaudit pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK berfungsi untuk:
a. Melakukan Audit: BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
b. Mewujudkan Good Governance: Melalui audit yang dilakukan, BPK berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan berperan sebagai pengelola utama keuangan negara. Tugasnya mencakup:
a. Penyusunan APBN: Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara.
b. Pengawasan Penggunaan Anggaran: Memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan peruntukannya.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP adalah lembaga yang bertugas sebagai pengawas internal pemerintah. Fungsinya meliputi:
a. Pengawasan Intern: Melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran di kementerian dan lembaga pemerintah.
b. Penilaian Kerugian Negara: BPKP juga berperan dalam menentukan kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
4. Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal berfungsi sebagai aparat pengawas di masing-masing kementerian. Tugasnya mencakup:
a. Audit Internal: Melakukan audit terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
b. Peningkatan Akuntabilitas: Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan di tingkat kementerian.
5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan negara melalui:
a. Persetujuan Anggaran: DPR menyetujui APBN dan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh BPK.
b. Pengawasan Kebijakan Fiskal: DPR berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah mencerminkan kebutuhan Masyarakat.

D. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kelembagaan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia melibatkan beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan di tingkat daerah dilakukan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah ringkasan mengenai lembaga-lembaga utama dalam pengelolaan keuangan daerah:
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP merupakan lembaga pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Fungsi utama BPKP meliputi:
a. Pengawasan Intern: BPKP melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan di daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
b. Fungsi Pengarahan dan Koordinasi: BPKP juga berperan dalam memberikan arahan dan koordinasi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
c. Pemberantasan Korupsi: BPKP aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK berfungsi sebagai auditor eksternal yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Tugasnya termasuk:
a. Audit Keuangan: Melakukan audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
b. Pelaporan Hasil Audit: Hasil audit BPK disampaikan kepada DPRD untuk ditindaklanjuti, sehingga berperan dalam pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran daerah.
3. Dinas Pendapatan Daerah
Dinas ini bertanggung jawab atas pengelolaan penerimaan daerah, termasuk pajak dan retribusi. Tugasnya meliputi:
a. Pengumpulan Pendapatan: Mengelola dan mengoptimalkan penerimaan asli daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah.
b. Pelaporan Pendapatan: Menyusun laporan pendapatan yang akurat untuk digunakan dalam perencanaan anggaran.
4. Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah berfungsi sebagai aparat pengawas internal di tingkat pemerintah daerah. Tugasnya mencakup:
a. Audit Internal: Melakukan audit terhadap penggunaan anggaran di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi.
b. Pengendalian Internal: Mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah daerah agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan anggaran dan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Tugasnya meliputi:
a. Persetujuan Anggaran: DPRD menyetujui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh BPK.
b. Pengawasan Kebijakan: Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan fiskal dan penggunaan anggaran oleh eksekutif.


E. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hubungan ini mencakup berbagai mekanisme transfer dana, pengelolaan anggaran, dan pembagian kewenangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
1. Dasar Hukum
Hubungan keuangan ini diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk:
a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengatur mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah.
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan landasan bagi otonomi daerah.
2. Mekanisme Transfer Dana
Pemerintah pusat menyediakan dana transfer kepada daerah melalui beberapa skema, termasuk:
a. Dana Alokasi Umum (DAU): Digunakan untuk mendanai kebutuhan dasar pemerintah daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
b. Dana Alokasi Khusus (DAK): Diberikan untuk mendukung proyek-proyek tertentu yang menjadi prioritas nasional atau untuk memenuhi kebutuhan khusus di daerah.
c. Dana Bagi Hasil (DBH): Merupakan bagian dari pendapatan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan kepada daerah berdasarkan kontribusi mereka.
3. Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam pengelolaan keuangan. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara pusat dan daerah, di mana:
a. Daerah diharapkan dapat mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara mandiri.
b. Kemandirian finansial daerah menjadi fokus utama untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat
4. Tantangan dalam Hubungan Keuangan
Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, terdapat beberapa tantangan dalam hubungan keuangan ini, seperti:
a. Ketergantungan pada Pusat: Banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, terutama untuk memenuhi kebutuhan anggaran mereka.
b. Pengelolaan Anggaran yang Kurang Efisien: Beberapa daerah belum sepenuhnya mampu mengelola dana yang diterima dengan baik, sehingga tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara optimal
c. Kesenjangan Antar daerah: Terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan keuangan antar daerah, yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam pelayanan public.
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